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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Artificial Intelligence
sebagai subjek hukum dalam Hukum Nasional Indonesia dan mengetahui
status hak cipta atas hasil Artificial Intelligence. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan
perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komparatif
(comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
berdasarkan hukum nasional, Al tidak dapat dikatakan sebagai subjek
hukum karena Al hanya menjalankan perintah dari manusia dan tidak dapat
dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum. Akan
tetapi, Al dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga
dinyatakan sebagai subjek hukum, karena perkembangan Al akan
menciptakan suatu era yang berdampak besar bagi kehidupan manusia.
Kemudian hasil karya Al jika ditinjau dari UU Hak Cipta, tidak
mendapatkan perlindungan hak cipta karena secara yuridis bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku dan secara teoretis bertentangan dengan
teori kekayaan intelektual. Kendati demikian, Indonesia dapat mengadopsi
pendekatan yang dilakukan di Uni Eropa yakni pendekatan berbasis desain
yang dikombinasikan dengan interpretasi kreativitas perancang. Sehingga
untuk menentukan apakah suatu hasil karya Al dapat dilindungi oleh hak
cipta, harus dinilai sejauh mana kontribusi pengguna terhadap
penyempurnaan karya tersebut.
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PENDAHULUAN

Kecerdasan Intelektual adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh

Tuhan pada tiap manusia. Tuhan memberikan peluang sekaligus ruang pada
manusia untuk dapat melakukan pengembangan diri dalam berbagai konsep yakni
otonomi, kreativitas, dan indepedensi sebagai pertahanan diri (survive) dan
mengembangkan kehidupannya (Sukarno Aburarea, dkk., 2013). Perkembangan
sejarah Kekayaan Intelektual telah dimulai sejalan dengan perkembangan
peradaban manusia. Peradaban manusia dilahirkan sekaligus dibangun
berlandaskan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (Saidin, 2015). Hal
tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penemuan besar yang pada jaman dahulu
pernah dilakukan oleh beberapa ilmuan terdahulu. Pada masa tersebut telah diatur
mengenai Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Menurut (World
Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty , 1988) kekayaan
intelektual diklasifikasikan menjadi dua yakni Hak Cipta (copyright) dan Hak
Kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights). Namun, terdapat
pengelompokan lagi di dalam Hak Cipta yakni Hak Cipta dan Hak Terkait
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(neighbouring rights). Hak cipta memberikan hak milik secara eksklusif atas suatu
karya ciptaan yakni dengan cara tiap orang lain yang akan/ingin melakukan
perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib meminta
izin terlebih dahulu pada pemilik yang berkedudukan sebagai pemegang hak cipta
melalui perjanjian (Kansil, 2002). Hak Cipta (copyrights) mengandung hak-hak
ekonomi (economic rights) dan hak-hak moral (moral rights).

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi proses percepatan arus
globalisasi yang mengakibatkan adanya perubahan secara signifikan di dalam
peradaban manusia. Dimana kondisi ini menyebabkan manusia sekarang hidup di
zaman kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga mulai banyak munculnya
pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin cerdas (Cholik, 2021). Peradaban pada
era society 5.0 telah memposisikan manusia dan teknologi secara beriringan dengan
tujuan meningkatkan kualitas taraf hidup manusia berkelanjutan. Hal ini terlihat
ketika Artificial Intelligence lahir dan masuk kedalam aspek kehidupan manusia
dengan cara yang menakjubkan ia dapat mengerjakan pekerjaan manusia dengan
pengetahuan khusus dan lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Gonzalez Otero,
2018). Artificial Intelligence pertama kali lahir dari seorang ilmuwan komputer
Amerika bernama John McCarthy di tahun 1956 pada seminar di Dartmouth
College (McCarthy, 2007). Dilatarbelakangi oleh keterbatasan yang dimiliki oleh
manusia dalam mengambil sebuah keputusan, menyebabkan Artificial Intelligence
banyak diciptakan karena keputusan yang dihasilkan tidak didasarkan pada unsur
emosional, melainkan menggunakan data. Artificial Intelligence berbeda dengan
tenaga kerja manusia meskipun ia dapat mengerjakan pekerjaan manusia. la tidak
memerlukan insentif dan tidak bergantung pada penyediaan imbalan bagi karyawan
untuk bekerja, melainkan hanya membutuhkan data dan proses agar dapat berfungsi
dengan baik (YYamashita, 2021).

Kepemilikan kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam sejumlah
undang-undang dan peraturan yang berbeda. Namun, belum ada peraturan yang
secara khusus mengatur mengenai Artificial Intelligence sebagai objek kekayaan
intelektual apapun. Berdasarkan survei Artificial Intelligence Adoption Survey oleh
International Data Corporation (IDC) pada tahun 2017 mengindikasikan bahwa
penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia telah mencapai 24,6% dan terus
meningkat hingga saat ini. Hasilnya, Indonesia kini menjadi salah satu negara di
ASEAN dengan peringkat tertinggi untuk adopsi Artificial Intelligence, diikuti oleh
Thailand sebagai negara di posisi kedua. Mayoritas masyarakat setuju bahwa
Artificial Intelligence memberikan banyak manfaat dan dapat membantu pekerjaan
mereka sehari-hari. Manfaat penggunaan Artificial Intelligene lebih banyak
digunakan dalam dunia bisnis global. Hal tersebut tercatat dalam laporan survei
McKinsey yang berjudul The State of Artificial Intelligence in 2022. Dari 1.492
jumlah responden survei global, di tahun 2022 terdapat 50% yang telah
mengadopsi/menggunakan Artificial Intelligence dalam minimal satu unit bisnis
yang sedang mereka jalani. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak lebih
dari dua kali lipat dari tahun 2017, yang pada saat itu pengguna Artificial
Intelligence masih berada dalam presentase 20%.

Hadirnya Artificial Intelligence sangat membuka peluang untuk seseorang
dapat membuat produk baru. Salah satu teknologi Artificial Intelligence yang dapat
menghasilkan produk baru yaitu Al Art Generator Maker. Penggunaan teknologi
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tersebut menjadi kontroversi bagi Seniman Digital Indonesia. Dilansir dari VOA
Indonesia (29/09/2023), seorang komikus komik Marvel yang bernama Ario
Anindito menilai bahwa adanya Al Art Generator Maker dapat merugikan artis atau
seniman lain. Dapat dikatakan demikian karena Al Art Generator Maker
mengambil style dari artis yang telah ada. Namun, artis tersebut tidak pernah
memberikan izin secara konsensual untuk gayanya dipakai dalam generating Al
Image. Kedua, banyak pihak yang saat ini menjual hasil karya lukisan Artificial
Intelligence di platform Etsy yang merupakan marketplace khusus pembeli bisnis
kecil untuk menjual karya seni hasil tangan mereka kepada pembeli di seluruh
negara. Praktik jual beli hasil lukisan Al Art Generator Maker ini dapat dapat
menurunkan secara drastis pendapatan para seniman karena penjualan lukisan karya
Artificial Intelligence dapat merusak harga pasar mereka. . Kasus serupa terjadi di
Inggris yakni kasus “Paintings Generated by Artificial Intelligence” yang
diputuskan oleh High Court of England and Wales pada tahun 2018. Kasus tersebut
sempat menjadi kasus yang terkenal di Inggris karena dalam kasus ini sebuah
kelompok seniman menggunakan algoritma Artificial Intelligence untuk membuat
lukisan, yang kemudian dipamerkan dan dijual. Kasus lain yang berhubungan
dengan hasil karya Artificial Intelligence di Eropa adalah “Next Rembrand”, dimana
sekelompok seniman, insinyur, dan ilmuwan menggunakan algoritme pembelajaran
mesin untuk membuat lukisan baru dengan gaya Rembrandt. Lukisan tersebut
dipamerkan dan dijual, dan muncul pertanyaan siapa yang memiliki hak cipta dalam
karya tersebut.

Adanya beberapa kasus yang terjadi di Eropa diatas, pada bulan Oktober
tahun 2020, The European Parliament mengadopsi resolusi tentang hak kekayaan
intelektual untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan, yang didasarkan
pada rekomendasi yang dibuat dalam the European Commision’s 2019 report
(European Parliament, 2020). Resolusi tersebut mengakui perlunya kerangka
hukum terkait dengan tantangan yang ditimbulkan atas karya yang dihasilkan oleh
Artificial Intelligence, termasuk hak cipta kepemilikan, kewajiban, dan
akuntabilitas. Uni Eropa juga telah mengusulkan regulasi terkait Artificial
Intelligence Act (selanjutnya disebut AIA), yang dirilis pada bulan April tahun
2021. AIA berupaya untuk mengatur pengembangan dan penyebaran teknologi
Artificial Intelligence di Uni Eropa, dengan berfokus pada keamanan serta hak-hak
dasar warga negara Uni Eropa (European Commission, 2021). AIA juga mengatur
mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual, yang selaras dengan European
Commision’s 2019 report and the European Resolution (European Parliament,
2020). Dengan berkembangnya penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia, hal
itu perlu diselaraskan dengan tersedianya regulasi yang mengatur mengenai
perlindungan penggunaan Artificial Intelligence khususnya dalam aspek Hak
Kekayaan Intelektual. Sayangnya, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi
tersebut. McKinsey & Company berpendapat bahwasanya Indonesia memerlukan
strategi proaktif dalam mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence yang
melibatkan semua pemangku kepentingan agar dapat bersaing di pasar global dan
ASEAN (Dwivedi, dkk., 2021). Di Uni Eropa sendiri telah menjadi negara yang
telah mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi tantangan
yang ditimbulkan oleh Artificial Intelligence di berbagai sektor, termasuk kekayaan
intelektual (Zhuk, 2023). Penting bagi sebuah negara untuk dapat memberikan
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kepastian hukum terhadap status ciptaan atas karya Artificial Intelligence dan
mengatur mengenai siapa yang berhak atas karya tersebut. Maka dari itu, penulis
tertarik untuk membahas mengenai dua permasalahan yakni: 1) bagaimana
kedudukan Artificial Intelligence sebagai subjek hukum dalam Hukum Nasional
Indonesia dan 2) bagaimana status hak cipta atas hasil Artificial Intelligence?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud
adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur
suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan
menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan
(Marzuki, 2019). Ditinjau dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong
kedalam penelitian yang bersifat preskriptif. Hal ini mengacu pada pengertian
penelitian itu sendiri yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk
menemukan hukum guna menjawab bentuk isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai
dengan karakter atau sifat preskripsi ilmu hukum (Marzuki, 2019). Pada penelitian
ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif
(comparative approach).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki dua jenis
sumber hukum yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang didapatkan dari peraturan
perundang-undangan, catatan-catatan resmi selama membuat peraturan perundang-
undangan maupun putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi
hukum tersebut meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum,
kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Marzuki,
2019). Dalam penelitian ini, untuk memperoleh sumber yang relevan, diperlukan
pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen
(library research). Jika menilik lebih jauh terhadap pendekatan yang dilakukan oleh
penulis yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) maka
dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menulis peraturan
perundang-undangan terkait isu hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perdebatan mengenai Kedudukan Artificial Intelligence sebagai Subjek
Hukum dalam Hukum Nasional Indonesia
Kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dalam istilah Al (Artificial
Intelligence) memiliki makna artificial yang berarti buatan dan intelligence adalah
kata sifat yang menunjukkan arti cerdas (Anggia Dasa Putri dan Dapit Pratama,
2017). Sama seperti maknanya, Al diciptakan untuk menjadi pintar dan cerdas agar
dapat melakukan tugas yang dilakukan oleh manusia dengan meniru proses kerja
otak manusia baik dalam hal penalaran, pemikiran, pengetahuan, pemahaman
bahasa, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah (Kusumawati, 2008).
Dengan proses masukan data yang diberikan oleh manusia, memungkinkan
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teknologi Al untuk menggunakan pengetahuannya dalam berpikir seperti manusia
sehingga dapat memecahkan permasaahan yang ada. Meski tidak sepenuhnya
memiliki kecerdasan manusia, namun melalui usaha yang diberikan, Al dapat
memperolah pengetahuan yang dibutuhkannya (Kusumawati, 2008). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa Al diciptakan sedemikian rupa dengan tujuan agar setara
dengan manusia bahkan bisa melebihi manusia dalam membantu sekaligus
pengganti manusia untuk melakukan suatu tindakan. Salah satu dasar hukum yang
mengatur tentang teknologi secara khusus adalah Undang-Undang No. 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE
berisikan mengenai solusi untuk segala permasalahan yang berkaitan dengan
teknologi. Akan tetapi, UU ITE tidak mejelaskan secara khusus/signifikan
mengenai Al. Jika Al dikorelasikan dengan UU ITE, maka Al hanya
diklasifikasikan sebagai Informasi Elektronik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1
Angka 1 UU ITE yang berbunyi:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.”

Dilanjut pada Pasal 1 Angka 2 UU ITE yang menjelaskan mengenai pengertian
Transaksi Elektronik yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan
Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan tindakan dan
perbuatannya, Al hanya menjalankan perintah dari manusia sehingga ia tidak dapat
dikatakan sebagai subjek hukum (Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan
Tantimin, 2022). Hal ini diperkuat oleh UU ITE mengatur yang dapat dikategorikan
sebagai subjek hukum yakni hanyalah a) Pengirim, b) Penerima, c) Orang, d) Badan
Usaha, e) Pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(WAMENKUMHAM) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa sulit untuk
menggolongkan Al dalam kategori subjek hukum. Hal tersebut dilandasi karena Al
tidak dapat dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum,
kewenangan, mengemban hak, dan kewajiban. Proses kerja Al itu sendiri
merupakan masukan dari progammer, yang mana progammer tersebut adalah
manusia (Ratna Puspita, 2021). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(selanjutnya disebut BPPT) juga mengkaji bahwa Al tidak dapat dikatakan sebagai
subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, karena teknologi Al
merupakan produk teknologi yang diciptakan oleh manusia. Kerangka dari kajian
hukum teknologi yang berkaitan dengan Kecerdasan Acrtifisial/Al dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Kajian Hukum Teknologi Kecerdasan Artifisial
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Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwasanya Al tidak dapat
dikatakan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.
Perlindungan hukum terhadap subjek hukum (manusia dan badan hukum yang
dibentuk oleh manusia) ditentukan oleh presentase partisipasi aktif peran
pemerintah dan komunitas pada penerapan tersebut. Hal itu dianalisa mengenai
seberapa berpengaruh dampak kebijakan di lingkup nasional dan global terhadap
Al. Penjelasan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang
dapat dinyatakan sebagai subjek hukum atau tidak ditentukan oleh hukum yang
berlaku. Begitu pula dengan Al, sama seperti subjek hukum lainnya bahwa hak dan
kewajiban Al perlu diatur oleh norma hukum. Sedangkan saat ini belum ada norma
hukum yang mengatur secara khusus mengenai Al itu sendiri. Suatu penciptaan dan
pengembangan konsep dari subjek filosofis untuk dapat dikatakan menjadi subjek
hukum ditentukan berdasarkan manusia, yang bukan hanya sebagai evolusi
metafisika, tetapi juga proses realitas historis dan praktis untuk mencerminkan
posisi unik manusia ekslusif di dunia. Sehingga meskipun kecerdasan buatan sangat
dalam dan mempengaruhi kehidupan sosial manusia, masih belum dapat
memberikan alasan yang cukup untuk menjadi subjek hukum yang sama dengan
manusia (Zhifeng Wen dan Deyi Tong, 2023).

Dari analisa diatas, menunjukkan bahwa tidak dapat dibuktikan jika algoritma
kecerdasan buatan dapat sepenuhnya sama dengan rasionalitas manusia dan tidak
bisa dibuktikan bahwa otonomi Al tidak bergantung pada manusia dalam situasi
dan kondisi tertentu yang merupakan ekspresi dari kehendak bebas. Oleh karena
itu, kecerdasan buatan tidak dapat menjadi subjek hukum asli yang sama dengan
manusia. Kendati demikian, menurut pendapat Itok Dwi Kurniawan dan Kristiyadi
dalam penelitiannya yang berjudul “Questioning the Existence of Artificial
Intelligence as a Legal Subject in Indonesian National Law” meskipun Al tidak
dapat disamakan persis dengan manusia secara keseluruhan karena Al tidak
memiliki sifat humanis seperti manusia, Al dapat disamakan dengan kedudukan
badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subjek hukum (Itok Dwi Kurniawan
dan Kristiyadi, 2022). Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban
berdasarkan hukum non manusia. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hakim
(Soemadiningrat, 2000). Al lebih cocok jika disamakan dengan subjek hukum
badan hukum daripada dibandingkan dengan hukum manusia sehingga Al dapat
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disebut sebagai pendukung hak dan yang dapat melakukan tindakan hukum atau
perbuatan hukum.

Hingga saat ini, pertanyaan apakah Al dapat dikatakan sebagai subjek hukum
masih menjadi perdebatan di dunia internasional karena memang belum ada
konsensus global yang jelas mengenai status hukum entitas non-manusia. Salah
satunya yakni Uni Eropa yang belum secara resmi mengakui Al berkedudukan
sebagai subjek hukum (Zhuk, 2023). Meski demikian, saat ini Uni Eropa telah
bekerja untuk mengadopsi regulasi yang mengatr penggunaan dan perkembangan
Al secara khusus melalui Artificial Intelligence Act 2023 (selanjutnya disebut AIA).
AIA memiliki beberapa tujuan khusus yakni: (i) memastikan bahwa sistem Al yang
ditempatkan di Uni Eropa dapat berjalan dengan aman dan menghormati hukum
Uni Eropa, (ii) memastikan kepastian hukum untuk memfasilitasi investasi dan
inovasi dalam Al, (iii) meningkatkan tata kelola penegakan hukum Uni Eropa yang
efektik, fundamental, dan berisikan kepastian hukum mengenai persyaratan
keselamatan yang berlaku untuk sistem Al, dan (iv) memfasilitasi pengembangan
paar tunggal untuk teknologi Al secara sah, aman, dapat dipercaya, serta mencegah
fragmantasi pasar (European Comission , 2021). Peraturan hukum baru mengenai
Al, dilandaskan berdasarkan Pasal 1149 dan 1610 dari Treaty on the Functioning
of the European Union (TFEU) yang akan mendefinisikan Al sebagai teknologi
yang netral dan mengadopsi pendekatan berbasis resiko dengan menetapkan
persyaratn dan kewajiban berbeda untuk pengembangan, penempatan di pasar, dan
penggunaan sistem Al di Uni Eropa (Rouck, 2019).

Menurut pendapat Zhifeng Wen dan Deyi Tong dalam penelitiannya yang
berjudul “Analysis of the Legal Subject Status of Artificial Intelligence” ia
mengatakan bahwa perkembangan Al merupakan posisi antroposentrisme hukum
yang adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh pada saat berpikir tentang
status subjek hukum kecerdasan buatan (Zhifeng Wen dan Deyi Tong, 2023).
Antroposentrisme di bidang metafisika memaksimalkan konsolidasi manusia
sebagai matriks doktrinal, berdiri di dunia untuk menjadikan diri mereka sendri
sebagai sumber makna, dan menjadikan akal sebagai otoritas kehendak bebas.
Berdasarkan aturan AIA yang telah diadopsi oleh Uni Eropa memberikan suatu
kesimpulan bagi penulis bahwasanya tanggung jawab hukum atas perbuatan perlu
dipelajari dengan baik. Meskipun Al belum memiliki status kedudukan hukum
secara jelas, namun perlu adanya kepastian hukum mengenai batasan penggunaan
Al hingga pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Al.
Sama seperti badan hukum karena penganggung jawabnya adalah direktur
perusahaan atau ketua yayasan, sehingga terdapat pihak-pihak penting yang tidak
dapat dikesampingkan yakni pencipta teknologi Al itu sendiri. Pencipta Al harus
ikut bertanggungjawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh teknologi yang
telah dibuatnya. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatannya atau terdapat
kesengajaan dalam hal pembuatan alghoritm Al yang merugikan orang lain tanpa
kesadaran pengguna yang tidak memiliki cukup ilmu pengetahuan tentang
teknologi Al maka Pengguna Al akan dirugikan. Maka dari itu, poin utama apakah
kecerdasan buatan dapat menjadi subjek hukum bukanlah apakah Al dapat
diberikan hak dan kewajiban, tetapi apakah Al harus diberikan hak dan kewajiban
karena hal itu belum tentu sejalan dengan tujuan akhir dari kepentingan manusia
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dalam jangka panjang, sementara nilai inti manusia sebagai subjek hukum tidak
dapat diganggu gugat (Guo, 2019).
B. Problematika Subjek Hukum Hak Cipta terkait Status Pencipta Atas Hasil

Artificial Intelligence

Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) yang
menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2022. Regulasi hak cipta yang baru
ini disahkan sebagai jawaban dari respon pemerintah terhadap perkembangan
industri dan teknologi digital. Jika ditelaah secara teknis, penormaan yang melekat
dalam UU Hak Cipta secara meluas lebih mengarah pada kepentingan pencipta atau
pemegang ciptaan atau hak terkait yang dijabarkan secara jelas dan merinci. Dapat
dilihat pada Pasal 3 UU Hak Cipta bahwa regulasi tersebut mengatur 2 (dua) hak
yakni hak cipta dan hak terkait. Sehubungan dengan pembagian pembahasan kedua
hak tersebut, pada ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 7 mengatur mengenai hak moral
secara rinci. Ketentuan Pasal 8 hingga Pasal 19 mengatur mengenai hak ekonomi,
dan Pasal 20 hingga Pasal 30 mengatur hak terkait (Riswandi, 2016:108) . Terdapat
perbedaan dalam hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana yang dijelaskan dalam
Pasal 5 ayat (2) definisi dari hak moral yaitu hak yang melekat secara pribadi dan
tidak dapat dialihkan/diberikan pada selain Pencipta selama Pencipta masih hidup.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Adanya perkembangan teknologi digital saat ini membuat manusia kerap
menggunakan bantuan teknologi dalam proses pembuatan sebuah karya, salah
satunya yaitu teknologi Al. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada
dasarnya Al merupakan sebuah algoritma yang dapat memproses kumpulan data
sehingga pola atau prediksi dari suatu masalah dapat diperoleh. Al memberikan
kemudahan bagi penggunanya untuk menghasilkan sebuah karya baru. Tentu saja
hal tersebut harus sejalan dengan harmonisasi regulasi hak cipta di Indonesia,
karena dalam penggunaannya banyak berpotensi melanggar hak ekslusif Pencipta.
Salah satu contoh kasusnya yaitu lukisan “The Next Rembrandt” yang dihasilkan
oleh program Al dengan menggunakan generative models yang menganalisis 346
lukisan karya Rembrandt (Gema, 2022). Kasus ini dinilai melanggar hak cipta
karena jelas melakukan tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh Pencipta
dan/atau Pemegang Hak Ciptanya. Dengan adanya kasus tersebut menyebabkan
nilai legalitas dari karya hasil Al perlu dipertanyakan karena bersifat kontradiktif
dengan makna perlindungan karya cipta dalam UU Hak Cipta yang kemudian akan
merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Ciptanya. Maka dari itu, penulis
mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) tahapan untuk memperdalam legalitas hasil
karya Al yang dianalisa berdasarkan UU Hak Cipta:
1. Bentuk Karya yang Diciptakan/Dihasilkan

Dilihat dari Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan bahwa jenis

karya cipta yang dilindungi adalah semua hasil karya cipta di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra. Akan tetapi, UU Hak Cipta juga memberikan
batasan/pengecualian terhadap hasil karya yang tidak dilindungi oleh undang-
undang tersebut yang dituangkan kedalam Pasal 41. Pasal tersebut menuliskan
bawasanya hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak dapat
dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan
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bahwa salah satu karya seni Al yang berjudul The Next Rembrandt dan karya
sinematografi Al dengan judul Sunpring dapat tergolong dalam hasil karya yang
dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta karena sudah diwujudkan dalam bentuk nyata.
Dengan adanya ketentuan pengecualian pada jenis hasil karya yang dilindungi hak
cipta dan ditelaah dari definisi Ciptaan pada dasarnya hal itu tidak menghalangi
hasil karya Al untuk mendapatkan sebuah perlindungan hak cipta. Kendati
demikian, perlu dilakukan peninjauan secara holistik dengan mengedepankan aspek
hukum lain. Jika kita perhatikan kembali, pada frasa “...inspirasi, kemampuan,
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan”
yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta memberikan makna tersirat
bahwa lahirnya suatu Ciptaan itu ada kaitannya dengan keterlibatan ekpresi
personal Pencipta terhadap karya.
2. Keterlibatan Intelektual dan Ekspresi Personal Manusia terhadap Karya

George Wilhelm Frederich berpendapat bahwasanya perlindungan
kekayaan intelektual harus didasasari oleh ciri khas pribadi Pencipta pada karya
tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh Hegel yang menyampaikan bahwa segala
pengetahuan, pencapaian, dan karya dimiliki oleh pemikiran suatu individu yang
sifatnya internal. Frasa “khas dan pribadi” dalam Pasal Angka 2 UU Hak Cipta
membuktikan lekatnya seorang Pencipta dan karya ciptanya. Adanya frasa tersebut
menimbulkan satu keraguan pada hasil karya Al karena tidak berasal dari pemikiran
manusia sehingga hal ini menimbulkan peluang hilangnya hakikat perlindungan
hak cipta pada hasil karya Al karena hilangnya esensi kerja keras terhadap karya
yang dihasilkan. Maka dari itu, agar tidak bertentangan terhadap undang-undang,
manusia harus memiliki peran yang dominan sejak masih berupa rancangan ide
hingga realisasinya agar dapat memperolah perlindungan hak cipta atas karya yang
telah dihasilkan.
3. Analisa mengenai Nilai Orisinalitas Karya

Aspek lain yang menentukan apakah suatu karya dapat dilindungi oleh hak
cipta adalah keaslian/orisinalitas karya tersebut. Orisinalitas adalah sebuah
kebaruan yang dimiliki oleh Pencipta atas karya tersebut. Aspek ini
memperlihatkan bagaimana intervensi seseorang dalam prses pembuatan karya
cipta. Dalam melakukan penilaian nilai keaslian suatu karya hasil Al, Uni Eropa
melakukan tiga tahapan dalam menelaah hal tersebut. Tahapan tersebut antara lain
(Bernt Hugenholtz dan Joa o Pedro Quintais, 2021):
a. Proses Pembuatan Karya

Dilakukan dengan menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki oleh manusia.

Proses perancangan atas suatu karya menunjukkan presentase peran berpikir
Pencipta dalam karya yang akan dibuatnya. Hal itu dikarenakan sebuah ide atau
gagasan yang dimilikinya menjadi dasar atau pondasi arah pembuatan karya
tersebut.
b. Proses Pelaksanaan Pembuatan Karya

Proses realisasi ide dan gagasan yang sudah dilakukan dalam tahapan
pertama. Tahap ini merupakan bentuk implementasi dari Pasal 41 UU Hak Cipta
yang menjelaskan bahwa suatu ide tidak akan dilindungi oleh hak cipta jika belum
diwujudkan dalam bentuk secara nyata. Tahap ini dipenuhi oleh segala bentuk
tindakan Pencipta dalam membuat karya. Sehingga tahapan ini akan menujukkan
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keterlibatan dominan Pencipta dan akan memberikan nilai orisinalitas karena tiap
individu memiliki ciri khas dan pilihan pada karya tersebut.
c. Proses Penyusunan Karya

Tahapan ketiga ini merupakan tahapan finalisasi atas karya yang sudah
dibuat. Sebagai contoh pada karya sastra, dalam proses finalisasi diperlukan proof
read (baca ulang) atas karya yang sudah dibuat untuk dapat dilakukan perbaikan
sehingga dapat mencerminkan pilihan kreatifnya dalam penyusunan karya tersebut.

Berdasarkan penjelasan ketiga tahapan diatas, peran manusia terhadap hasil Al
hanya menerima output secara langsung karena seluruh pengerjaan dalam tiap
proses penghasilan sebuah karya, Al bersifat mandiri dan berjalan sesuai dengan
pengaturan program yang telah dirancang. Mengingat hakikat dari perlindungan
hak cipta itu sendiri perlu adanya keterlibatan peran manusia atas suatu karya untuk
menunjukkan adanya kerja keras, perjuangan, dan eksprresi pribadi di dalam
karyanya. Maka dari itu, hasil karya Al jika ditinjau dalam UU Hak Cipta tidak
mendapatkan perlindungan hak cipta karena secara yuridis bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku dan secara teoretis bertentangan dengan teori kekayaan
intelektual. Dalam isu permasalahan ini, European Parliament’s Report on
Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence
Technologies juga merekomendasikan salah satu pendekatan yang berpusat pada
manusia untuk Al dan mencatat bahwa penggunaan teknologi Al tidak boleh
mengorbankan kepentingan manusia sebagai pencipta (European Parliament,
2020). Pada bulan April 2023, diadakan Al Fashion Week pertama kali di New York
City. Business of Fashion (selanjutnya disebut BoF) Eropa mengomentari sulit
untuk mengubah desain Al menjadi pakaian sungguhan. Sebagai contoh desain ikat
pinggang yang dihasilkan oleh Al, BoF mengomentari bahwa Al tidak memahami
bagaimana konsep ikat pinggang yang digunakan manusia. Sehingga desain yang
dihasilkan Al masih tetap membutuhkan kurasi manusia untuk disempurnakan
menjadi barang asli (Bain, 2023).

The Berne Convention juga mengharuskan karya yang dapat dilindungi merujuk
pada perorangan (Harkoénen, 2020). The Berne Convention menggunakan unsur
teori kepribadian yang sangat anroposentris dimana teori ini memandang tindakan
penciptaan sebagai ekspresi kepribadian pengarang. Program Al tidak memiliki
kepribadian yang perlu dilindungi, sehingga hal ini bertentangan dengan upaya
apapun untuk memberikan perlindungan hak cipta terhadap output yang dihasilkan
olen Al. European Union Court of Justice (selanjutnya disebut CJEU) dalam
putusannya pada kasus Eva Maria Painer v. Standard VergkaghsGnbH tahun 2011
mencatat bahwa karya yang dilindungi hak cipta haruslah ciptaan intelekual
penulisnya sendiri dimana penulis harus memberikan sentuhan peribadi agar
mencerminkan keperibadian mereka (The European Union Court of Justice Case
C-145/10, 2011). Selain itu, CJEU juga berfokus pada standar orisinalitas suatu
karya, sehingga sulit untuk melihat bagaiman karya yang dihasilkan secara
independen oleh Al akan memenuhi kriteria perlindungan hak cipta. Untuk
memecahkan masalah ini, Eropa menggunakan hukum desain untuk menilai apakah
hak kekayaan intelektual dapat menjadi alat yang cocok untuk melindungi hasil
karya Al. Pengembangan regulasi hukum desain Uni Eropa terdiri dari dua regulasi
yakni Community Design Regulation 6/2002 (selanjutnya disebut CDR) dan The
Design Directive (selanjutnya disebut DD).
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Konsep pengembangan desain yang diterapkan di Uni Eropa harus baru dan
memiliki karakter tersendiri. Kedua kriteria ini adalah persyaratan objektif dalam
arti bahwa mereka tidak mempertimbangkan pikiran atau motif subyektif dari
perancang tetapi lebih berfokus pada karakteristik desain yang dihasilkannya untuk
pengamatan dari luar (Estelle Derclaye “Doceram, Cofemel and Brompton, 2020).
Untuk menangani masalah ini, masalah utamanya bukanlah apakah perancangnya
adalah manusia, melainkan kontribusi seperti apa yang dilakukan oleh
perancang/pengguna dan bagaimana mengevaluasi kontribusi seperti apa yang
cukup untuk membuat suatu karya Al dilindungi oleh hak cipta (Annette Kur,
Marianne Levin & Jens Schovsbo, 2018). Hal tersebut diterapkan di Uni Eropa
meskipun tingkat kreativitas diperlukan untuk suatu ciptaan, berdasarkan Pasal 6
ayat (2) CDR menilai karakter individu dinilai dari tingkat kebebasan perancang
dalam pengembangan desain harus dipertimbangkan. Suatu karya desain atau
lukisan yang dihasilkan oleh Al, dapat ditambahkan unsur Kkreativitas dari
penciptanya sendiri untuk menyempurnakan hasil algorithm Al. Berdasarkan hal
itu, tindakan pengembangan dapat dilihat sebagai suatu bentuk upaya intelektual
dari seseorang. Dengan demikian, jika pengguna/perancang dapat mengembangkan
hasil Al dengan suatu perbedaan kecil namun bersifat orisinil dan memiliki
kebaharuan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Uni Eropa melakukan pendekatan
berbasis desain yang dikombinasikan dengan interpretasi kreativitas perancang.
Mereka harus berkontribusi pada aspek visual dan kesan keseluruhan desain. Untuk
dapat menentukan apakah suatu hasil karya Al dapat dilindungi oleh hak cipta,
harus dinilai sejaun mana kontribusi pengguna terhadap penyempurnaan karya
tersebut.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hukum nasional, Al tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum
karena Al hanya menjalankan perintah dari manusia dan tidak dapat
dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum. BPPT
menyampaikan bahwa segala sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai subjek
hukum atau tidak ditentukan oleh hukum yang berlaku. Begitu pula dengan Al,
sama seperti subjek hukum lainnya bahwa hak dan kewajiban Al perlu diatur
oleh norma hukum. Sedangkan saat ini belum ada norma hukum yang mengatur
secara khusus mengenai Al itu sendiri. Akan tetapi, Al dapat disamakan dengan
kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subjek hukum, karena
perkembangan Al akan menciptakan suatu era yang berdampak besar bagi
kehidupan manusia. Adanya perkembangan tersebut perlu mengadopsi teori
hukum progresif Satjipto Raharjo dimana perkembangan Al menjadi salah satu
contoh terobosan baru dari yang tidak logis menjadi logis, dan yang tidak
mungkin menjadi mungkin. Sehingga, poin utama apakah kecerdasan buatan
dapat menjadi subjek hukum bukanlah apakah Al dapat diberikan hak dan
kewajiban, tetapi apakah Al harus diberikan hak dan kewajiban karena hal itu
belum tentu sejalan dengan tujuan akhir dari kepentingan manusia dalam jangka
panjang.

2. Terdapat tiga tahapan dalam menentukan legalitas hasil karya Al berdasarkan
UU Hak Cipta diantaranya yakni: 1) analisa mengenai bentuk karya yang
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diciptakan/dihasilkan, 2) analisa mengenai keterlibatan intelektual dan ekspresi
personal manusia terhadap karya, dan 3) analisa mengenai nilai orisinalitas
karya. Berdasarkan penjelasan ketiga tahapan diatas, peran manusia terhadap
hasil Al hanya menerima output secara langsung karena seluruh pengerjaan
dalam tiap proses penghasilan sebuah karya, Al bersifat mandiri dan berjalan
sesuai dengan pengaturan program yang telah dirancang. Mengingat hakikat
dari perlindungan hak cipta itu sendiri perlu adanya keterlibatan peran manusia
atas suatu karya untuk menunjukkan adanya kerja keras, perjuangan, dan
eksprresi pribadi di dalam karyanya. Maka dari itu, hasil karya Al jika ditinjau
dalam UU Hak Cipta tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena secara
yuridis bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan secara teoretis
bertentangan dengan teori kekayaan intelektual
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